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TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN 




Jual beli secara online sering disebut dengan electronic commerce yaitu kegiatan 
berbisnis yang merupakan perpaduan antara teknologi, aplikasi dan bisnis yang 
menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan 
transaksi elektronik, pertukaran barang dan pertukaran informasi melalui 
sambungan internet atau televisi, web, atau jaringan komputer yang lainnya. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli secara 
online dengan menggunakan Instagram ditinjau dari aspek hukum Perdata dan 
aspek hukum Islam, selain itu untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli 
secara online berdasarkan hukum Perdata dan hukum Islam serta mengetahui 
penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi 
jual beli secara online. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier, dalam penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan 
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan 
topik permasalahan hukum yang dimana akan menjelaskan secara menyeluruh 
dan sistematis mengenai transaksi jual beli secara online dengan menggunakan 
Instagram ditinjau dari aspek hukum Perdata dan aspek hukum Islam. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan untuk 
mencari data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli secara online dengan 
menggunakan Instagram yaitu diperbolehkan dan sah dimata hukum selama 
transaksi jual beli secara online telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat 
jual beli dari ketentuan hukum Perdata dan hukum Islam serta tidak mengandung 
unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti kezhaliman, penipuan, kecurangan, 
mengandung riba, perkara yang diharamkan dan yang sejenisnya. Tanggung 
jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu 
pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online. Kesalahan tersebut dapat 
didasarkan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. 
Kata Kunci : Jual beli secara online, Diperbolehkan dan sah dimata hukum, 
Rukun dan syarat jual beli, Hukum Perdata, Hukum Islam, 
Tanggung jawab hukum 
 
Abstract 
Buying and selling online is often referred to as electronic commerce, namely 
business activities which are a combination of technology, applications and 
business that connect companies or individuals as consumers to conduct electronic 
transactions, exchange goods and exchange information through internet 
connections or television, web, or computer networks connected to the internet. 
other. The purpose of this study is to determine the implementation of online 
buying and selling transactions using Instagram in terms of civil law aspects and 
Islamic legal aspects, in addition to knowing the validity of online buying and 
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selling transactions based on civil law and Islamic law and knowing dispute 
resolution if problems occur in implementation. buying and selling transactions 
online. The research method is juridical normative, namely legal research 
conducted by examining library materials or secondary data, which consists of 
primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, in 
this study the focus is on examining the application of rules or norms in positive 
law, as a consequence of choosing the topic of legal issues which will explain 
thoroughly and systematically about online buying and selling transactions using 
Instagram in terms of aspects of civil law and aspects of Islamic law. The source 
of data in this study is using library research to find secondary data and field 
research to obtain primary data. The results show that online buying and selling 
transactions using Instagram are permissible and legal in the eyes of the law as 
long as online buying and selling transactions have met the pillars and terms of 
buying and selling from the provisions of Civil law and Islamic law and do not 
contain elements that can destroying it such as injustice, fraud, cheating, 
containing usury, forbidden things and the like. Legal liability arises because of an 
error made by one of the parties who conduct online buying and selling 
transactions. The error can be based on default or because of an unlawful act. 
Keywords : Buying and selling online, Allowed and legal in the eyes of the law, 





Manusia tidak terlepas dalam hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu 
berupa produksi, konsumsi maupun distribusi. Mengapa manusia disebut juga 
sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu memikirkan upaya untuk 
memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dalam sejarah 
dunia telah membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini 
merupakan sifat dasar dari manusia sebab semua manusia dalam keperluan hidup 
saling bergantung satu sama lain. Manusia sebagai makhluk ekonomi senantiasa 
mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan 
manusia. 
Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, 
teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Saat ini segala bentuk aktivitas 
manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan hanya dengan 
sentuhan-sentuhan panel saja, termasuk kegiatan jual beli. Kegiatan perniagaan atau 
jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan 
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jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu 
tempat seperti pasar.  
Transaksi jual beli saat ini mengalami perubahan berkembang di bidang 
teknologi khususnya melalui internet. Penggunaan internet seringkali dijadikan oleh 
pelaku bisnis sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadikan 
alat untuk aplikasi strategi bisnis mereka seperti pemasaran, penjualan, pembelian, 
pelayanan pelangganan dan sebagainya. Jadi saat ini, kegiatan jual beli sudah bisa 
dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan kapanpun 
selama 24 jam dengan menggunakan sistem online dari smartphone atau gadget yang 
sudah terkoneksi dengan internet. 
Dikatakan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian berdasarkan 
rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita lihat bahwa 
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan. Menurut pengertian hukum Islam, yang dimaksud dengan jual 
beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan 
ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. 
Sarana berbisnis dengan menggunakan sistem yang terhubung ke saluran 
internet pada saat ini telah banyak mengubah pola perilaku masyarakat dalam 
melakukan perdagangan dengan pelayanan yang mudah, cepat dan praktis. Menurut 
jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in jual beli yang tidak dapat disaksikan 
langsung, jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur penipuan yang 
membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi’i membolehkan jual 
beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya 
memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada 
dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual 
belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan 
sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi 
spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika 
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barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan 
khiyar. 
Diantaranya dampak resiko dalam transaksi jual beli secara online adalah 
persoalan keamanan, karena teknologi modern dapat terjadi digunakan untuk tujuan 
baik dan jahat sekaligus. Jadi teknologi modern ini dapat menimbulkan manfaat 
namun juga bisa menimbulkan aspek kerusakan. Kejahatan yang sering terjadi, 
diantaranya adalah tentang kerahasiaan pesan, keutuhan pesan (produk yang dipesan 
tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan), atau barang belum sampai ke tangan 
penerima (ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang), 
keabsahan pelaku transaksi, terkait dengan kesalahan dalam pembayaran, keaslian 
pesan agar bisa dijadikan barang bukti, dan hal lain-lain yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan sebelumnya. 
Dengan demikian, eksistensi internet disamping menjadikan sejumlah harapan, 
pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan. Dengan adanya 
kenyataan tersebut, lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat 
mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari, karena hukum yang 
mengatur mengenai e-commerce melalui internet, belum terdapat konsepsi dan 
legislasi hukum yang kuat. Seperti yang telah diketahui, bahwa suatu perjanjian tidak 
lepas dari unsur-unsur perjanjian. Begitu juga dengan perjanjian jual beli yang 
dilakukan melalui internet. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh perlindungan 
hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dalam keberlakuan sebuah 
perjanjian jual beli melalui internet menemui kendala, maka masing-masing atau 
salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut harus dipertanggungjawabkan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana 
keabsahan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan Instagram ditinjau 
dari aspek hukum perjanjian perdata dan aspek hukum Islam ? (2) Bagaimana 
penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi jual 
beli secara online di media Instagram ? 
Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mendeskripsikan dasar yang 
menjadi pertimbangan hukum perdata dan hukum islam dalam keabsahan transaksi 
jual beli secara online; (2) Untuk mendeskripsikan relevansi kebijakan pada saat 
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penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli 
secara online. 
Manfaat yang diharapkan oleh Penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkait 
transaksi jual beli secara online ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata dan 
aspek hukum Islam dan memberikan sumbangsih keilmuan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perdata; (2) Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum terkait dengan kajian 
mengenai transaksi jual beli secara online ditinjau dari aspek hukum perjanjian 
perdata dan aspek hukum Islam serta dapat pula digunakan sebagai acuan terhadap 
penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 
 
2. METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian Penulis mengkaji dengan menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, karena Penulis akan melakukan penelitian tentang 
keabsahan hukum, asas hukum, norma hukum, kaidah hukum dan tanggung jawab 
hukum terhadap transaksi jual beli secara online. Jenis penelitian yang digunakan 
Penulis adalah penelitian ini bersifat deskriptif analitis oleh karena itu, dalam 
penelitian ini Penulis akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai 
transaksi jual beli secara online ditinjau dari aspek hukum Perdata dan aspek hukum 
Islam. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan 
oleh Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data 
dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan 
transaksi jual beli secara online. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara online ditinjau dari aspek 
hukum perjanjian perdata dan aspek hukum Islam 
3.1.1 Persamaan Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Menurut KUHPerdata 
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
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Terdapat 7 (tujuh) persamaan antara KUHPer dengan KHES, diantaranya adalah: (1) 
Persamaan menimbulkan hubungan hukum perikatan; (2) Persamaan konsep 
kesepakatan; (3) Persamaan syarat objek transaksi jual beli online; (4) Persamaan 
tujuan; (5) Persamaan beberapa asas-asas; (6) Persamaan hak dan kewajiban; (7) 
Persamaan unsur-unsur wanprestasi. 
3.1.2 Perbedaan Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Menurut KUHPerdata 
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Terdapat 4 (empat) perbedaan antara KUHPer dengan KHES, diantaranya adalah: (1) 
Perbedaan halal dan haram transaksi jual beli; (2) Perbedaan batas umur kecakapan 
hukum; (3) Perbedaan substansi halal; (4) Perbedaan akibat hukum wanprestasi. 
3.1.3 Tanggapan dari Nahdlatul Ulama (NU) Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli 
Online Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini konsep ittihad al-majlis dalam jual 
beli mengalami pergeseran. Pada prinsipnya, setiap akad harus jelas ijab dan 
qabulnya dan media komunikasi modern ternyata mampu memberikan jaminan 
kejelasan antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, hukum akad/transaksi jual beli 
online melalui alat elektronik yaitu sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak 
sudah melihat mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau lebih dijelaskan baik sifat 
maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. 
3.1.4 Tanggapan dari Muhammadiyah Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online 
Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Syarat-syarat dalam jual beli harus jelas, baik pembeli maupun penjual, apabila 
transaksi jual beli online ini ada unsur ketidakjelasan maka akadnya rusak, dan 
barang yang dijual harus halal (boleh diperjualbelikan). Semua yang dilarang oleh 
syariat, maka tidak boleh diperjualbelikan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dengan ini hukum jual beli online menurut sebagian ulama 
Muhammadiyah adalah sah apabila syarat dan rukun jual beli secara syariat 
terpenuhi, tanpa adanya unsur penipuan dan kebohongan yang menyebabkan akad 
jual beli rusak. 
3.1.5 Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Positif 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 
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dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media 
elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik 
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Para pihak baik pelaku usaha 
maupun konsumen yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam 
melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik selama transaksi berlangsung. Selain itu dalam undang-undang ini 
mengatur perbuatan yang dilarang bagi setiap orang yang terikat dengan informasi 
dan transaksi elektronik. Maka dari itu undang-undang ini memang diperuntukan 
bagi transaksi elektronik dan/atau transaksi jual beli secara online. 
3.2 Bagaimana Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Permasalahan Dalam 
Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Secara Online 
Sistem transaksi yang mudah tidak dipungkiri akan adanya risiko yang timbul dalam 
transaksi ini, karena sistem jual belinya dilakukan tanpa ada pertemuan antara para 
pihaknya. Para penjual dan pembeli mendasarkan transaksi ini atas rasa percaya satu 
sama lain, karena bagaimanapun transaksi jual beli ini tidak lepas dari ikatan 
perjanjian. 
3.2.1 Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Saat Transaksi Jual Beli Online 
Masih banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat transaksi 
jual beli online antara lain: (1) Barang yang datang tidak sesuai pesanan konsumen; 
(2) Barang yang datang tidak dapat berfungsi atau barang cacat; (3) Tidak ada 
garansi produk pengembalian barang apabila barang yang datang tidak sesuai dengan 
pesanan konsumen. 
3.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Dalam Transaksi Jual Beli Online 
Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari jual beli online 
seharusnya dibebankan kepada pihak pelaku usaha online. Tanggung jawab yang 
dimaksud adalah tanggung jawab dari adanya wanprestasi oleh pelaku usaha, 
sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari konsumen tidak terpenuhi sesuai 
dengan Pasal 4 UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak 
atas kenyamanan, keamanan dan mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap 
konsumen apabila dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli online. 
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Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen 
karena kelalainnya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online. Mengenai 
tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh konsumen sudah 
sepatutnya dibebankan kepada pelaku usaha, karena selama proses transaksi 
berlangsung pihak pelaku usaha lah yang berhadapan langsung secara visual dengan 
konsumen. 
Berkaitan mengenai pertanggungjawaban hukum, maka juga harus berkaitan 
tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh salah satu pihak sebagai 
akibat dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas jasa yang 
dihasilkan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak 
memberikan perumusan yang jelas mengenai barang dan/atau jasa yang dapat 
dipertanggungjawaban serta sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas 
barang dan/atau jasa tertentu sebagai acuan pemberian sanksi bagi pelaku usaha 
tertentu atas hubungannya dengan konsumen. 
3.2.3 Pola Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen dalam 
Transaksi Jual Beli Online 
Terkait dengan penanggungan yang harus dilakukan oleh penjual, menurut R. 
Subekti menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat 
tersembunyi (verborgen gebreken) pada barang yang dijualnya yang membuat barang 
tersebut tak dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi 
pemakaian itu. Sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, dia 
sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain 
dengan harga yang kurang. Secara spesifik, Pasal 1491 KUHPerdata mengatur 
tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu : 
Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; Tiadanya cacat yang 
tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedimikian rupa sehingga menimbulkan 
alasan untuk pembatalan pembelian. 
Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. 
Pemerintah menyediakan suatu badan untuk membantu para konsumen dalam 
menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha yang dapat dilakukan dengan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang 
sengketa konsumen. Namun yang pasti namanya sengketa bisa saja terjadi antara 
konsumen dengan pelaku usaha. Suatu sengketa dapat mengakibatkan kerugian bagi 
konsumen maupun pelaku usaha. Dengan demikian suatu permasalahan atau 
sengketa yang menyangkut para pihak harus dapat diselesaikan.  
3.2.4 Hukum Positif Yang Membahas Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli 
Online 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik bahwa pada Pasal 9 menyebutkan pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang 
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang 
ditawarkan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 
bahwa pada Pasal 65 menyebutkan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan 
barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data 
dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta setiap pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik 
yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi. 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa pada Pasal 33 
menyebutkan penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk 
membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya tetapi 
dalam kenyataannya sebaliknya. Selain itu penipuan merupakan alasan pembatalan 
suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah 
sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad 
itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. 
3.2.5 Kehadiran Lembaga Penjamin Legalitas Toko Online 
Dalam mengatasi transaksi jual beli secara online melalui media Instagram bisa 
diatasi dengan hadirnya Payment Gateway yaitu sebuah layanan berupa dompet 
elektronik yang dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau 
cash wallet yang menawarkan solusi pembayaran transaksi jual beli online sehingga 
konsumen merasa aman dalam berbelanja online. Hadirnya payment gateway ini bisa 
10 
meningkatkan kepercayaan untuk akun store online di Instagram, dapat memonitor 
setiap transaksi secara realtime dan lebih aman dalam pembayaran transaksi online 
sehingga bisa meminimalisir kecurangan, penipuan dan sebagainya. 
Selain itu Pemerintah bisa membentuk lembaga khusus yang menangani 
legalitas toko online di Instagram sebab transaksi jual beli secara online melalui 
media Instagram masih mempunyai masalah tersendiri yang sampai saat ini belum 
menemukan solusi,  namun jika tidak ada kewajiban untuk memiliki izin maka 
bagaimana Pemerintah dapat mengendalikan, mengawasi dan mengatasi 
permasalahan yang sering terjadi pada transaksi jual beli online di media sosial. 
Legalitas toko online merupakan unsur yang terpenting karena legalitas 
merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu toko online sehingga 
diakui oleh masyarakat. Legalitas toko online harus sah menurut peraturan, dimana 
toko online tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah 
di mata hukum. Toko online yang mempunyai legalitas maka pelaku usaha tersebut 
sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan toko onlinenya seperti 
mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap 




Pertama, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  Pasal 1457 
bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah dijanjikan. Serta dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu 
perjanjikan diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kata 
sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat 
perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang 
diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, 
penipuan atau kekhilafan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Seseorang 
dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan sehat pikirannya. 
Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata; orang yang belum dewasa adalah orang yang 
belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya atau seseorang dikatakan 
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dewasa jika telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah 
menikah. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) bahwa 
batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun selama anak 
tersebut tidak cacat fisik/mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 
Suatu hal tertentu; Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty 
of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua 
belah pihak. Suatu sebab yang halal. Tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang 
dilarang peraturan perundang-undangan atau yang bertentangan dengan hukum 
syariat Islam, nilai-nilai kesusilaan ataupun ketertiban umum.  
Dengan ini hukum jual beli secara online menurut hukum positif yang berlaku 
adalah sah asalkan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan, nilai-nilai 
kesusilaan dan/atau ketertiban umum serta menurut sebagian ulama Nahdlatul Ulama 
(NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu sah apabila sebelum transaksi kedua 
belah pihak sudah melihat mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau lebih dijelaskan 
baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli 
lainnya tanpa adanya unsur penipuan dan kebohongan yang menyebabkan akad jual 
beli rusak. 
Kedua, Bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi 
pada saat transaksi jual beli online antara lain : 
1. Barang yang datang tidak sesuai pesanan konsumen; 
2. Barang yang datang tidak dapat berfungsi atau barang cacat; 
3. Tidak ada garansi produk pengembalian barang apabila barang yang datang 
tidak sesuai dengan pesanan konsumen. 
Berbicara soal tanggung jawab, itu artinya ada ketentuan perjanjian yang 
dilanggar. Bagi pihak yang melanggar ketentuan perjanjian dapat dimasukkan ke 
dalam dua kategori hukum yaitu tanggung jawab karena ingkar janji dalam hubungan 
kontraktual jual beli online dan tanggung jawab atas dasar perbuatan hukum. 
Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. 
Pemerintah menyediakan suatu badan untuk membantu para konsumen dalam 
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menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha yang dapat dilakukan dengan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). 
Berbeda dengan transaksi jual beli secara online melalui e-commerce yang 
mempunyai keamanan aplikasinya sendiri yang diatur juga di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 
Sedangkan transaksi jual beli secara online melalui media Instagram masih 
mempunyai masalah tersendiri yang sampai saat ini belum menemukan solusi, maka 
dari itu Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus yang menangani legalitas toko 
online di Instagram. Legalitas toko online merupakan unsur yang terpenting karena 
legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu toko online 
sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas toko online harus sah menurut peraturan, 
dimana toko online tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen 
hingga sah di mata hukum. Toko online yang mempunyai legalitas maka pelaku 
usaha tersebut sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan toko onlinenya 
seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan 
terhadap hukum dan mempermudah pengembangan usaha. 
4.2 Saran 
Diharapkan bagi pihak ulama supaya selalu memberikan bimbingan kepada umat 
Islam tentang pentingnya berpegang teguh pada akidah dan syari’at agama Islam 
agar tidak mudah terpengaruh oleh iklan-iklan yang hanya memberikan informasi 
yang menarik tanpa dampak yang akan diterima oleh masyarakat. 
Diharapkan bagi pihak Pemerintah Indonesia memberikan upaya-upaya 
pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat 
melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat 
diterapkan secara efektif dimasyarakat yang dimaksudkan untuk menjadi landasan 
hukum yang kuat bagi lembaga-lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan 
upaya mencegah berkembangnya toko-toko online yang tidak bertanggung jawab, 
karena ini sangat merugikan masyarakat luas, dengan cara melakukan pengamanan 
pada situs-situs dan website. Untuk meminimalisir tindak pidana penipuan yang 
diakibatkan oleh situs-situs dan website yang tidak bertanggung jawab. 
Diharapkan bagi pihak masyarakat khusunya para konsumen, mengenai 
permasalahan jual beli online ini harus bisa melihat lebih cermat dalam bertransaksi, 
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karena tidak semua iklan yang ditayangkan dalam situs-situs dan website itu benar 
adanya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akibat iklan yang hanya 
menjelaskan kelebihan barang yang dijual. 
Diharapkan bagi pihak pelaku usaha yang memasarkan barangnya secara 
online hendaknya menjelaskan keadaan barang yang dijual secara jelas tanpa 
melebih-lebihkan kualitas barang dan tidak pula menutupi kecacatan pada barang.  
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